BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1.B TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA DI SETIAP DESA KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang :a. bahwa berhubung adanya perubahan persentase
penetapan besaran Alokasi Dana Desa Merata dan
Alokasi Dana Desa Proporsional, proporsi
Penggunaan Alokasi Dana Desa serta Perubahan
Tahapan Penyaluran Alokasi Dana Desa dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 1.B Tahun
2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Besaran Alokasi Dana Desa di Setiap Desa
Kabupaten Wakatobi, perlu diubah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah
Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran
Alokasi Dana Desa di Setiap Desa Kabupaten
Wakatobi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 1.B Tahun 2015
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Mengingat

[u—

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Besaran Alokasi Dana Desa di Setiap Desa
Kabupaten Wakatobi;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesian
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

Hkmsetdawktb 016111



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoensia Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);
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15.

le.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan

Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Bappeda, Penanaman Modal dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
2010 Nomor 21);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
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Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 1.B TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI
SETIAP DESA KABUPATEN WAKATOBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor
1.B Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Setiap Desa
Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2015 Nomor 1.B) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Cara perhitungan penetapan besaran ADD
adalah sebagai berikut :

ADD x = ADD Merata + ADD Proporsional
ADD x = Alokasi Dana Desa setiap Desa

ADD Merata = 90% (Sembilan puluh persen)
dari total Besaran ADD Se-
Kabupaten Wakatobi yang di
bagi kepada seluruh Desa
dengan jumlah yang sama dan
merata.

ADD Proporsional adalah 10% (sepuluh persen)
dari total Besaran ADD Se-Kabupaten Wakatobi
yang diterima oleh desa dan ditentukan
berdasarkan perkalian jumlah total koefisien
variabel dari suatu desa dengan total ADD
Proporsional.

(2) Penentuan besaran variabel berdasarkan
jumlah penduduk desa, luas wilayah desa,
angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan
geografis.
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(3)

(4)

Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan bobot :

a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah
Penduduk Desa;

b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka
Kemiskinan Desa.

c. 10% (sepuluh persen) untuk luas Wilayah
Desa;

d. 30% (tiga puluh persen) untuk Tingkat
kesulitan geografis setiap Desa.

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di
Kabupaten Wakatobi dihitung dengan cara :

ADD X = ADDMX + ADDPX
ADDPX = ADDP * ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) +

(0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))

Keterangan :

ADDX = Alokasi Dana Desa setiap Desa

ADDMX = Alokasi Dana Desa Merata untuk

setiap Desa

ADDPX = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk

setiap Desa

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional

Kabupaten Wakatobi

Z1

= Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa
terhadap total jumlah penduduk Desa
Kabupaten yang bersangkutan

Z2

= Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa
setiap terhadap total penduduk miskin
Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z3

= Rasio luas wilayah Desa setiap
terhadap luas wilayah Desa Kabupaten
yang bersangkutan

z4

= Rasio IKG setiap Desa terhadap total
IKG Desa Kabupaten yang
bersangkutan

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)
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Pasal 8
Berdasarkan perhitungan faktor-faktor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

ditetapkan besaran Alokasi Dana Desa dan
rincian Alokasi Dana Desa untuk masing-
masing desa.

Besaran dan rincian Alokasi Dana Desa untuk
masing-masing desa sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 9

Penyaluran Alokasi Dana Desa dari rekening
kas umum Daerah ke rekening kas Desa
dilakukan secara bertahap pada tahun
anggaran berjalan dengan ketentuan :

a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60%
(enam puluh persen);

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%
(empat puluh persen); dan

Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat pada minggu kedua.

Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah kepala desa menyampaikan :

a. APBDesa yang telah ditetapkan;

b. telah menyampaikan laporan realisasi
penggunaan Alokasi Dana Desa tahun
sebelumnya kepada BKBPMPD melalui
Camat;

c. telah menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada BKBPMPD melalui Camat.

Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap 1II
dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
laporan realisasi pengunaan Alokasi Dana Desa
Tahap I.

Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa
setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa
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digunakan dengan ketentuan :

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari
jumlah anggaran belanja desa untuk
mendanai kegiatan pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan



kemasyarakatan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa;

b. paling banyak 30% (tiga persen) dari jumlah
anggaran belanja desa digunakan untuk
penghasilan tetap kepala desa dan
perangkat desa, biaya operasional
pemerintahan desa serta tunjangan dan
operasional BPD.

(2) Biaya operasional pemerintahan desa serta
tunjangan dan operasional BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah
dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta tunjangan ketua BPD dan
Anggota, digunakan dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. 85% (delapan puluh lima persen) untuk
biaya operasional pemerintah desa;

b. 15% (lima belas persen) untuk biaya
opersional BPD.

(3) Biaya operasional pemerintahan desa serta
tunjangan dan operasional BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bersumber dari ADD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1-9-2016

BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1-9-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,
TTD/CAP
H. SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 25

Hkmsetdawktb 016111



